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Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan 
biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan 
dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup 
sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging 
yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Ketentuan 
hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan 
Pasal 45 UUPLH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan 
tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana 
lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa 
penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang 
lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan 
tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, 
struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. 
 




There are many environmental crime problems in Indonesia which is done by corporation and 
usually the damage which is brought such as damage and environmental pollution in a large 
scale. Indonesia include the country which is the environmental issues are very apprehensive. 
Many cases of environmental pollution and illegal logging which cause damage to the 
environment are very apprehensive for the environment. Criminal law provisions in the Law 32 
of the year 2009 on The Environmental Protection and Management are set in the Article 97 to 
Article 120. The Article 45 in the Law 32 of the year 2009 on The Environmental Protection and 
Management sets that to the person who gives the order for doing environmental crime or a 
person who acts as a leader in environmental crime which is done by, for, or on behalf of 
business entity, the criminal threats such as imprisonment and fine are increased a third. 
Criminal law enforcement in environment field nowadays has not achieved the desire yet. One of 
the causes is the lack of synchronization, coordination and alignment culturally, structural and 
substantial in the criminal justice system. 
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I. Pendahuluan  
Pertumbuhan dan perkembangan 
hukum lingkungan dewasa ini semakin 
pesat, sejak dicetuskannya kebijaksanaan 
lingkungan global yang bermula dari 
kesadaran lingkungan global yang bermula 
dari kesadaran lingkungan manusia 
sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi 
Stockholm 1972. Masalah kejahatan 
lingkungan di Indonesia banyak yang 
dilakukan oleh korporasi dan biasanya 
kerusakan yang ditimbulkannya adalah 
kerusakan dan pencemaran lingkungan 
dalam skala yang besar. 
Hukum lingkungan telah berkembang 
pesat bukan hanya dalam hubungannya 




dengan fungsi hukum sebagai perlindungan 
dan kepastian bagi masyarakat, tetapi lebih 
menonjol lagi sebagai sarana pembangunan. 
Banyak faktor dan masalah yang menunjang 
timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari 
masalah lingkungan hidup yang dihadapi 
oleh berbagai negara dan kasus-kasus yang 
timbul yang mengancam dan sangat 
membahayakan manusia. 
Indonesia termasuk negara yang 
mana masalah lingkungan hidup sudah 
sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat 
baik secara langsung maupun dari media 
massa. Banyak kasus pencemaran 
lingkungan maupun illegal logging yang 
menimbulkan dampak kerusakan yang 
memprihatinkan bagi lingkungan. 
Berdasarkan latar belakang yang 
disampaikan maka yang menjadi 
permasalahan adalah bagaimana pengaturan 
Tindak Pidana Lingkungan Hidup di 
Indonesia mempengaruhi Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup di Indonesia yang 
dilakukan oleh korporasi dan bagaimana 
peegakannya.  
 
II. Pengaturan Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup di Indonesia 
Tindak Pidana Lingkungan atau Delik 
Lingkungan adalah perintah dan larangan 
undang-undang kepada subjek hukum yang 
jika dilanggar diancam dengan penjatuhan 
sanksi-sanksi pidana, antara lain 
pemenjaraan dan denda dengan tujuan 
untuk melindungi lingkungan hidup secara 
keseluruhan maupun unsur-unsur dalam 
lingkungan hidup seperti satwa, lahan, 
udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, 
dengan pengertian ini, delik lingkungan 
hidup tidak hanya ketentuan pidana yang 
dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga 
ketentuan-ketentuan pidana yang 
dirumuskan ke dalam peraturan perundang-
undangan lain sepanjang rumusan ketentuan 
itu ditujukan untuk melindungi lingkungan 
hidup secara keseluruhan atau bagian-
bagiannya.1 
                                                             
 1 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di 
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2011), halaman 221 
Ketentuan hukum pidana dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang  Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 
sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup secara tegas menetapkan bahwa 
tindak pidana lingkungan hidup merupakan 
kejahatan. 
Kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu 
perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan dalam undang-undang sebagai 
perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai 
onrecht, sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan tata hukum.2 Di dalam 
ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak 
pidana, diantaranya Pertama, delik materil 
(matereel delict) delik yang dianggap telah 
selesai dengan  ditimbulkannya akibat yang 
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Dalam hal ini akibat yang 
timbul dari akibat atas tindakan dan atas 
perbuatan tersebut. Kedua delik formil 
(formeel delict), adalah delik yang telah 
dianggap selesai dengan dilakukan tindakan 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang. Dalam hal ini 
perbuatan atau tindakan yang dilarang. 
Ketiga, delik commisionis (Delicta 
commisionis) adalah delik-delik berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di 
dalam undang-undang. Keempat, delik 
omissionis (Delicta omissionis) adalah delik-
delik berupa pelanggaran terhadap 
keharusan menurut undang-undang.Kelima, 
Dolus dan culpa (Opzettelijke delicten dan 
culpooze delicten). Dolus adalah tindak 
pidana yang dilakukan dengan sengaja, 
sedangkan culva adalah tindak pidana yang 
dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan 
dan keenam delik Aduan (Klactdelicten) 
adalah tindak pidana yang hanya dapat 
dituntut apabila ada pengaduan dari orang 
yang dirugikan.3 
Delik lingkungan dalam undang-
undang ini memuat rumusan delik materil 
dan juga delik formil. Delik materil adalah 
                                                             
 2  Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 
(Jakarta  Bina Aksara Mutiara, 1998), halaman 78 
 3  Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, 
(Jakarta: PT. Soft Media, 2012), halaman 218-219 




delik atau perbuatan yang dilarang oleh 
hukum yang dianggap sudah sempurna atau 
terpenuhi apabila perbuatan itu telah 
menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam 
rumusan: 
Pasal 98 sebagai berikut:4 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku 
mutu udara ambien, baku mutu air, 
baku mutu air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup 
dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau 
bahaya kesehatan manusia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah) 
(3) Apabila perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau 
mati, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
Dari ketentuan di atas UUPPLH 
menganut delik materil dengan dua kategori 
pemberatan: 
Pertama dari ketentuan ayat (1) dari 
pasal di atas , pemberatan terkait dengan 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya 
kesehatan manusia. 
                                                             
 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang  Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 98 
Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) 
dari pasal di atas, pemberatan berupa, 
mengakibatkan orang luka berat atau mati. 
Jika delik materil di lakukan dengan 
kelalaian (culva) sebagaimana di atur dalam 
pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:5 
(1) Setiap orang yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara 
ambien,  baku mutu air, baku mutu 
air laut, ataukriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup, dipidana dengan 
pidanapenjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau 
bahaya kesehatan manusia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan paling  banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 
rupiah). 
(3) Apabila perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau 
mati, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 9 (sembilan) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar 
rupiah). 
Delik materil lain yang di berlakukan 
kepada pejabat pemerintah yang berwenang 
di bidang pengawasan lingkungan, 
sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, 
sebagai berikut ;6 
Setiap pejabat berwenang dengan 
sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung  jawab usaha dan/atau 
                                                             
 5 Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang  Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 112 




kegiatan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan izin 
lingkungan sebagaimana di maksud  
dalam pasal 71 dan pasal 72, yang 
mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan  
lingkungan yang mengakibatkan  
hilangnya nyawa manusia, di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 
1(satu) tahun atau denda  paling 
banyak RP.500.000.000,00. (Lima 
ratus juta rupiah). 
Selanjutnya, delik formil adalah delik 
atau perbuatan yang dilarang oleh hukum 
yang sudah dianggap sempurna atau 
terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan 
tanpa mengharuskan adanya akibat dari 
perbuatan. 
Terdapat 16 (enam belas) delik 
formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 
2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, 
Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, 
Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, 
Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, 
Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. 
Delik formil pertama, pasal 100 
berbunyi sebagai berikut : 
(1). Setiap orang yang melanggar baku 
mutu air limbah, baku mutu emisi, 
atau baku mutu  gangguan 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
(2). Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dikenakan apabila sanksi 
administratif yang telah dijatuhkan 
tidak dipatuhi atau pelanggaran 
dilakukan lebih dari satu kali. 
Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 
100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila 
sanksi administrasi yang telah dijatuhkan 
tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari 
satu kali melakukan pelanggaran baku mutu 
air limbah atau baku mutu emisi atau baku 
gangguan. Berarti ketentuan ini menganut 
asas ultimum remedium yang mewajibkan 
penerapan penegakan hukum pidana sebagai 
upaya terakhir setelah penegakan hukum 
administrasi dianggap tidak berhasil, karena 
pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, 
baku mutu emisi, baku mutu gangguan 
merupakan pelanggaran hukum lingkungan 
administrasi. 
Delik formil kedua, dirumuskan 
dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang melepaskan 
dan/atau mengedarkan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan hidup yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).  
Penjelasan dari Pasal di atas, 
mengemukakan yang dimaksud dengan 
“melepaskan produk rekayasa genetik” 
adalah pernyataan diakuinya suatu hasil 
pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi 
farietas unggul dan dapat disebarluaskan 
setelah memenuhi persyaratan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.  
Yang dimaksud dengan 
“mengedarkan produk rekayasa genetik” 
adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan dalam rangka penyaluran 
komoditas produk rekayasa genetik kepada 
masyarakat, baik untuk diperdagangkan 
maupun tidak.  
Delik formil ketiga, dirumuskan 
dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang melakukan 
pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 ayat 
(4) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
Delik formil keempat, dirumuskan 
dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang menghasilkan 
limbah B3 dan tidak melakukanpengelolaan 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 




Delik formil kelima, dirumuskan 
dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang melakukan 
dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Delik formil keenam, dirumuskan 
dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang memasukkan 
limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 
(dua belas miliar rupiah). 
Delik formil ketujuh, dirumuskan 
dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang memasukkan 
limbah B3 ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 
Delik formil kedelapan, dirumuskan 
dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang memasukkan B3 
yang dilarang menurut peraturan 
perundang–undangan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 
(1) huruf b dipidana denganpidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
15  lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
Delik formil kesembilan, dirumuskan 
dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang melakukan 
pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
Delik formil kesepuluh, dirumuskan 
dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Delik formil kesebelas, dirumuskan 
dalam Pasal 110 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang menyusun amdal 
tanpa memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Delik formil keduabelas, dirumuskan 
dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut : 
(1). Pejabat pemberi izin lingkungan 
yang menerbitkan izin lingkungan 
tanpa dilengkapi dengan amdal atau 
UKL-UPL sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 37 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
(2). Pejabat pemberi izin usaha 
dan/atau kegiatan yang 
menerbitkan izin usaha dan/atau 
kegiatan tanpa dilengkapi dengan 
izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
Delik formil ketigabelas, dirumuskan 
dalam Pasal 112 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap pejabat berwenang yang 
dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan izin 




lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa manusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
Delik formil keempatbelas, 
dirumuskan dalam Pasal 113 berbunyi 
sebagai berikut : 
Setiap orang yang memberikan 
informasi palsu, menyesatkan, 
menghilangkan informasi, merusak 
informasi, atau memberikan keterangan 
yang tidak benar yang diperlukan dalam 
kaitannya dengan pengawasan dan 
penegakan hukum yang berkaitan dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
Delik formil kelimabelas, dirumuskan 
dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut : 
Setiap penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
Delik formil keenambelas, 
dirumuskan dalam Pasal 115 berbunyi 
sebagai berikut : 
Setiap orang yang dengan sengaja 
mencegah, menghalang-halangi, 
atau menggagalkan pelaksanaan 
tugas pejabat pengawas lingkungan 
hidup dan/atau pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil dipidana 
dengan pidanapenjara paling lama 
1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
Secara rinci UUPPLH memuat 19 
bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat 
dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu :7 
1. Sengaja melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku 
mutu lingkungan. 
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2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu  lingkunan. 
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku 
mutu emisi, atau baku mutu gangguan. 
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan 
produk rekayasa genetik ke media 
lingkungan. 
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin. 
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak 
melakukan pengelolaan. 
7. Melakukan dumping limbah dan/atau 
bahan ke media lingkungan tanpa izin. 
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut 
peraturan perundang-undangan ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
11. Melakukan pembakaran lahan. 
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan 
tanpa memiliki izin lingkungan. 
13. Menyusun amdal tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun amdal. 
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang 
menerbitkan izin lingkungan tanpa 
dilengkapi dengan amdal UKL-UPL. 
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau 
kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin 
lingkungan. 
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja 
tidak melakukan pengawasan terhadap 
ketaatan penanggung jawab usaha atas 
peraturan perundang-undangan dan izin 
lingkungan. 
17. Memberikan informasi palsu, 
menyesatkan yang diperlukan dalam 
kaitannya dengan pengawasan dari 
penegakan hukum lingkungan. 
18. Penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah. 
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-
halangi, atau menggagalkan pelaksaan 
tugas PPNS-LH. 
 
III. Pengaturan Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup yang 
Dilakukan oleh Korporasi 
Korporasi merupakan istilah yang 
biasa digunakan oleh para ahli hukum 
pidana dan kriminologi untuk menyebut apa 




yang dalam bidang hukum lain khususnya 
Hukum Perdata, sebagai badan hukum atau 
yang dalam bahasa Inggris disebut legal 
entities atau corporation. 8  Suatu badan 
hukum merupakan suatu badan (entity) yang 
keberadaannya terjadi karena hukum atau 
undang-undang, dan sebagai subyek hukum 
secara materil ia (badan hukum) mencakup 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang 
ditujukan untuk menggerakkan kegiatan    
perekonomian dan atau tujuan khusus 
lainnya. 
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan 
perbuatan hukum (rechtshandeling) 
dalam hubungan-hubungan 
hukum  (rechtsbetrekking), dan ini 
menjadi tujuan dari sifat dan 
keberadaan badan hukum, sehingga ia 
dapat digugat atau menggugat di depan 
pengadilan. 
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu 
diperuntukkan bagi kepentingan 
tertentu, berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya. Sebagai 
suatu perkumpulan modal, maka 
kumpulan modal tersebut harus 
dipergunakan untuk dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan yang sepenuhnya 
diatur dalam statuta atau anggaran 
dasarnya, yang menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4. Kumpulan modal ini mempunyai 
pengurus yang akan bertindak untuk 
mewakili kepentingan badan hukum ini, 
yang berarti adanya pemisahan antara 
keberadaan harta kekayaan yang 
tercatat atas nama kumpulan modal ini 
dengan pengurusan harta kekayaan 
tersebut oleh pengurus. 
5. Keberadaan modal badan hukum ini 
tidak dikaitkan dengan keanggotaan 
tertentu. Setiap orang yang memenuhi 
syarat dan persyaratan yang diatur 
dalam statuta atau anggaran dasarnya 
dapat menjadi anggota badan hukum ini 
dengan segala hak dan kewajibannya. 
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6. Sifat keanggotaannya tidak permanen 
dan dapat dialihkan atau beralih kepada 
siapapun juga, meskipun keberadaan 
badan hukum ini sendiri adalah 
permanen atau tidak dibatasi jangka 
waktu berdirinya. 
7. Tanggungjawab badan hukum 
dibedakan dari tanggungjawab pendiri, 
anggota, maupun pengurus badan 
hukum tersebut. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Indonesia memang hanya menetapkan 
bahwa yang menjadi subjek tindak pidana 
adalah orang persorangan (legal persoon). 
Pembuat undang-undang dalam 
merumuskan delik harus memperhitungkan 
bahwa manusia melakukan tindakan di 
dalam atau melalui organisasi yang, dalam 
hukum keperdataan maupun di luarnya 
(misalnya dalam hukum administrasi), 
muncul sebagai  satu  kesatuan  dan 
karena  itu 
diakui  serta  mendapat  perlakuan  sebagai 
badan hukum atau korporasi. Berdasarkan 
KUHP, pembuat undang-undang akan 
merujuk pada pengurus atau komisaris 
korporasi jika mereka berhadapan dengan 
situasi seperti itu.  Sehingga,  jika  KUHP 
Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan 
sebagai  landasan untuk 
pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, 
namun hanya dimungkinkan 
pertanggungjawaban oleh pengurus 
korporasi.   Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 
398 KUHP yang menyatakan bahwa jika 
seorang pengurus atau komisaris perseroan 
terbatas, maskapai andil Indonesia atau 
perkumpulan korporasi yang dinyatakan 
dalam keadaan pailit atau yang 
diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan 
turut membantu atau mengizinkan untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan  yang 
bertentangan dengan anggaran dasar, 
sehingga oleh karena itu seluruh atau 
sebagian besar dari kerugian diderita oleh 
perseroan, maskapai, atau 
perkumpulan…(dan seterusnya).9 
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Dalam literatur Indonesia juga 
ditemukan pandangan yang turut untuk 
mewacanakan menempatkan korporasi 
sebagai subyek hukum pidana. Seperti 
misalnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, 
dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia”, menyatakan :10 
Dengan adanya perkumpulan-
perkumpulan dari orang-orang, yang 
sebagai badan hukum turut serta 
dalam pergaulan hidup 
kemasyarakatan, timbul gejala-gejala 
dari perkumpulan itu, yang apabila 
dilakukan oleh oknum, terang masuk 
perumusan pelbagai tindak 
pidana.  Dalam hal ini, sebagai 
perwakilan, yang kena hukuman 
pidana adalah oknum lagi, yaitu 
orang-orang yang berfungsi sebagai 
pengurus dari badan hukum, seperti 
misalnya seorang direktur dari suatu 
perseroan terbatas, yang 
dipertanggungjawabkan.  Sedangkan 
mungkin sekali seorang direktur itu 
hanya melakukan saja putusan dari 
dewan direksi.  Maka timbul dan 
kemudian merata gagasan, bahwa 
juga suatu perkumpulan sebagai 
badan tersendiri  dapat dikenakan 
hukuman pidana sebagai subyek 
suatu tindak pidana. 
Seiring dengan perkembangan 
korporasi diterima sebagai subjek hukum 
pidana dan dapat dibebani 
pertanggungjawaban, dalam berbagai 
pendapat terdapat pro dan kontra.11 Apabila 
suatu hukum memungkinkan perbuatan 
manusia untuk menjadikan badan itu 
disamping manusia, dengan mana ia 
disamakan maka itu berarti bahwa 
kepentingan masyarakat membutuhkannya, 
yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh 
para individu tidak dapat dicapai atau amat 
susah untuk dicapai. Berdasarkan uraian 
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tersebut diatas ternyata korporasi adalah 
suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan 
yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus” 
yaitu unsur fisiknya dan kedalamnya hukum 
memasukkan unsur “animus” yang membuat 
badan itu mempunyai unsur kepribadian.12 
Tindak pidana lingkungan yang 
dilakukan untuk dan atau atas nama badan 
hukum, setidak-tidaknya didalamnya 
terdapat, bahwa: 
1. Tindakan ilegal dari badan hukum dan 
agen-agennya berbeda dengan perilaku 
kriminal kelas sosio-ekonomi bawah 
dalam hal prosedur administrasi. 
Karenanya, yang dilakukan badan 
hukum tidak hanya tindakan kejahatan 
atas hukum pidana, tetapi juga 
pelanggaran atas hukum perdata dan 
administrasi. 
2. Baik badan hukum (sebagai "subyek 
hukum perorangan "legal persons") dan 
perwakilannya termasuk sebagai pelaku 
kejahatan (as illegal actors), dimana 
dalam praktek yudisialnya, antara lain 
bergantung pada kejahatan yang 
dilakukan, aturan dan kualitas 
pembuktian dan penuntutan.  
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan 
badan hukum bukan hanya bertujuan 
untuk keuntungan pribadi, melainkan 
pada pemenuhan kebutuhan dan 
pencapaian keuntungan organisasional. 
Tidak menutup kemungkinan motif 
tersebut ditopang pula oleh norma 
operasional (internal) dan sub-kultur 
organisasional. 
Menetapkan badan hukum sebagai 
pelaku tindak pidana, dapat dengan 
berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas 
dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan 
hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan 
sebagai pelaku jika terbukti tindak 
bersangkutan dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian 
tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal 
orang (karyawan perusahaan) yang secara 
faktual melakukan tindak bersangkutan yang 
melakukannya atas inisiatif sendiri serta 
bertentangan dengan instruksi yang diberikan. 
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Namun dalam hal yang terakhir ini tidak 
menutup kemungkinan badan hukum 
mengajukan keberatan atas alasan tiadanya 
kesalahan dalam dirinya. 
Menetapkan badan hukum sebagai 
pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari 
kewenangan yang ada pada badan hukum 
tersebut. Badan hukum secara faktual 
mempunyai wewenang mengatur/ menguasai 
dan/atau memerintah pihak yang dalam 
kenyataan melakukan tindak terlarang. Badan 
hukum yang dalam kenyataannya kurang/ 
tidak melakukan dan/atau mengupayakan 
kebijakan atau tindak pengamanan dalam 
rangka mencegah dilakukannya tindak 
terlarang dapat diartikan bahwa badan hukum 
itu menerima terjadinya tindakan terlarang 
tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan 
bertanggung jawab atas kejadian tersebut. 
Badan hukum dalam upaya pengelolaan 
lingkungan hidup mempunyai kewajiban 
untuk membuat kebijakan/ langkah-langkah 
yang harus diambilnya, yaitu merumuskan 
kebijakan di bidang lingkungan, merumuskan 
rangkaian/struktur organisasi yang layak 
(pantas) serta menetapkan siapa yang bertang-
gungjawab atas pelaksanaan kebijakan 
lingkungan tersebut, merumuskan 
instruksi/aturan-aturan internal bagi 
pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang 
mengganggu lingkungan dimana juga harus 
diperhatikan bahwa pegawai-pegawai 
perusahaan mengetahui dan memahami 
instruksi-instruksi yang diberlakukan 
perusahaan yang bersangkitan, penyediaan 
sarana-sarana finansial atau 
menganggarkan biaya pelaksanaan 
kebijaksanaan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
Jika terhadap kewajiban-kewajiban di 
atas badan hukum tidak atau kurang 
memfungsikan dengan baik, hal ini dapat 
merupakan alasan untuk mengasumsikan 
bahwa PT kurang berupaya atau kurang 
kerja keras dalam mencegah 
(kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. 
Kewajiban merupakan suatu perasaan 
yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. 
Setiap orang dapat dipaksa untuk 
melaksanakan kewajibannya. Sehubungan 
dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, 
Hukum Pidana Baru berlaku atau diterapkan 
jika orang tersebut: 
1. Sama sekali tidak melakukan 
kewajibannya, 
2. Tidak melaksanakan kewajibannya itu 
dengan baik sebagaimana mestinya, yang 
dapat berarti 
a. kurang melaksanakan 
kewajibannya; 
b. terlambat melaksanakan 
kewajibannya, atau 
c. salah dalam melaksanakan 
kewajibannya, baik secara di sengaja 
maupun ridak disengaja 
3. Menyalahgunakan pelaksanaan 
kewajiban itu.  
Untuk menetapkan badan hukum 
sebagai pelaku tindak pidana lingkungan 
ada beberapa faktor yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
1. Apakah kasus tersebut berkenan 
dengan tindak pidana dimana gangguan 
terhadap kepentingan yang dilindungi 
dinyatakan sebagai tindak pidana; 
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan 
yang terkait pada perilaku yang 
mengganggu lingkungan; 
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari 
badan hukum tersebut. 
Pola pemidanaan dalam UUPLH 
sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan 
Bab IX Ketentuan Pidana pada Pasal 40 
UUPLH sampai Pasal 47 UUPLH (dalam 
UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari 
Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH), 
terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan. 
Sanksi tindakan sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 47 UUPLH (Pasal 119 
UUPPLH) hanya bersifat komplemen atau 
pelangkap yakni tidak ada ada bedanya 
dengan sanksi pidana tambahan yang 
bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat di 
simak dari adanya kata “dapat” dalam 
rumusan Pasal 47 UUPLH tersebut. 
Ketentuan Pasal 47 UUPLH berbunyi:13 
Selain pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan pidana 
tambahan atau tindakan tata tertib 
berupa: 
a. perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana;  
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b.  penutupan seluruh atau sebagian 
tempat usaha dan/atau kegiatan; 
c. perbaikan akibat tindak pidana; 
d. pewajiban mengerjakan apa yang 
dilalaikan tanpa hak; dan/atau 
e. penempatan perusahaan di bawah 
pengampuan paling lama 3 (tiga) 
tahun.  
Kata “dapat” dalam Pasal 47 UUPLH 
menunjukkan legislator (pembuat undang-
undang) memberi kebebasan bagi hakim 
yang memutuskan perkara tersebut untuk 
menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak 
terhadap terdakwa. Selanjutnya, 
berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUPLH, 
sanksi pidana tambahan atau tindakan hanya 
dikenakan terhadap badan usaha, hal ini 
dapat dilihat dari rumusan Pasal 47 UUPLH 
yang menyebutkan: “Selain pidana 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini, terhadap badan usaha dapat 
dikenakan pidana tambahan atau tindakan 
tata tertib berupa ...”. 
Sanksi tindakan merupakan sanksi 
dalam hukum pidana yang bersifat antisifatif 
bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana 
yang berbasis pada filsafat determinisme 
dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis 
dan spesifikasi bukan penderitaan fisik atau 
perampasan kemerdekaan, dengan tujuan 
untuk memulihkan keadaan tertentu bagi 
pelaku maupun korban. 
Filsafat determinisme menyatakan 
pemidanaan menekakankan nilai-nilai 
kemanusiaan dan pendidikan, searah dengan 
hakikat sanksi tindakan yang menekankan 
tidak boleh adanya pencelaan terhadap 
perbuatan yang dilanggar oleh pelaku. 
Tujuan pemidanaan bersifat mendidik untuk 
mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana 
dan orang lain yang cenderung melakukan 
tindak pidana. 
Memperhatikan sanksi pidana yang 
ada dalam Pasal 41 UUPLH sampai dengan 
Pasal 44 UUPLH yang mengenakan sanksi 
pidana penjara dan denda serta Pasal 47 
UUPLH yang dapat memberikan hukuman 
tambahan kepada badan usaha, maka 
hukuman bagi badan usaha yang melakukan 
tindak pidana dapat berupa sanksi pidana 
dan berupa sanksi tindakan. 
Selanjutnya, jika diperhatikan 
dengan seksama ketentuan Pasal 46 ayat (1) 
dan (2) UUPLH yang berbunyi: 14 
(1)  Jika tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Bab ini dilakukan 
oleh atau atas nama badan hukum, 
perseroan, perserikatan, yayasan 
atau organisasi lain, tuntutan pidana 
dilakukan dan sanksi pidana serta 
tindakan tata tertib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan 
baik terhadap badan hukum, 
perseroan, perserikatan, yayasan 
atau organisasi lain tersebut maupun 
terhadap mereka yang memberi 
perintah untuk melakukan tindak 
pidana tersebut atau yang bertindak 
sebagai pemimpin dalam perbuatan 
itu atau terhadap kedua-duanya. 
(2)   Jika tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Bab ini, dilakukan 
oleh atau atas nama badan hukum, 
perseroan, perserikatan, yayasan 
atau organisasi lain, dan dilakukan 
oleh orang-orang, baik berdasar 
hubungan kerja maupun berdasar 
hubungan lain, yang bertindak dalam 
lingkungan badan hukum, perseroan, 
perserikatan, yayasan atau organisasi 
lain, tuntutan pidana dilakukan dan 
sanksi pidana dijatuhkan terhadap 
mereka yang memberi perintah atau 
yang bertindak sebagai pemimpin 
tanpa mengingat apakah orang-orang 
tersebut, baik berdasar hubungan 
kerja maupun berdasar hubungan 
lain, melakukan tindak pidana secara 
sendiri atau bersama-sama., maka 
dapat dikemukakan bahwa sanksi 
pidana berdasarkan Pasal 46 UUPLH 
dapat dijatuhkan kepada: 
1. badan hukum, perseroan, perserikatan, 
yayasan atau organisasi lain;  
2. pemberi perintah untuk melakukan 
tindak pidana;  
3. pemimpin kegiatan dalam tindak pidana  
Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak 
menutup kemungkinan terdapat 4 (empat) 
sistem pembebanan tanggung jawab pidana 
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korporasi yang dapat diberlakukan antara 
lain:15 
1. Pengurus koperasi sebagai pelaku 
tindak pidana dan pengurus yang 
bertanggung jawab; 
2. Koperasi sebagai pelaku tindak pidana 
dan pengurus yang bertanggung jawab; 
3. Koperasi sebagai pelaku tindak pidana 
dan Koperasi yang bertanggung jawab; 
4. Pengurus dan Korporasi sebagai pelaku 
tindak pidana dan keduanya pula yang 
harus bertanggung jawab. 
Ketentuan Pasal 45 UUPLH, menetapkan 
bahwa terhadap orang yang memberi 
perintah untuk melakukan tindak 
pidana lingkungan atau orang yang 
bertindak sebagai pemimpin dalam 
tindak pidana lingkungan yang 
dilakukan oleh, untuk, atau atas nama 
badan usaha, ancaman pidana berupa 
penjara dan denda diperberat dengan 
sepertiga. 
 
IV. Penegakan Hukum Lingkungan di 
Indonesia 
Kejahatan lingkungan dikatagorikan 
sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam 
arti yang luas, karena cakupan kriminalitas 
dan pelanggagaran lingkungan lebih luas 
dari kejahatan konvensional lainnya, 
dampaknya mengakibatkan kerugian 
ekonomi negara yang luar biasa, selain juga 
berdampak pada rusaknya lingkungan. 
Sebagai contoh pembalakan liar yang 
dilakukan oleh pengusaha kayu asal Medan 
Adelin Lis, telah merugikan keuangan negara 
hampir sekitar Rp.227,02 trilyun, sedangkan 
kerusakan lingkungan dapat dilihat adanya 
penggundulan hutan secara liar yang 
berlangsung dari tahun 1967 telah 
mengakibatkan kerusakan hutan di 
Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per 
tahunnya meskipun disisi yang lain dapat 
meningkatkan devisa negara. Di Sumatra 
total penurunan luas kawasan hutan dari 23 
juta ha menjadi 16 juta ha dimana Sumatra 
Selatan dan Jambi tercatat sebagai wilayah 
yang tercepat penurunan luas hutannya. Di 
Kalimantan total penurunan luas kawasan 
hutan dari 40 juta ha menjadi 30 juta ha, 
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dimana Kalimantan Timur memiliki tingkat 
konversi hutan tertinggi. Sedangkan di 
Sulawesi laju penurunan luas hutan 
tergolong rendah, namun lebih karena 
konversi hutan sudah dilakukan pada 
per¬tengahan tahun 1980-an.  
Dari 3 pulau yaitu Sumatra, 
Kalimantan dan Sulawesi, dari kurang lebih 
69 juta ha luas hutan, saat ini hanya sekitar 
57 juta ha. Artinya terjadi pengurangan 
kawasan hutan lebih dari 12 juta ha. 
Menurut World Bank jika pengelolaan 
sumberdaya hutan tidak berubah, maka 
Sumatra akan kehilangan hutannya pada 
tahun 2005 dan Kalimantan 2010. Kegiatan 
pertambangan yang dilakukan secara besar-
besaran telah merubah bentang alam yang 
selain merusak tanah juga menghilangkan 
vegetasi yang berada diatasnya. Lahan-lahan 
pertambangan membentuk kubangan-
kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah 
menjadi gersang dan bersifat asam akibat 
limbah tailing dan batuan limbah yang 
dihasilkan dari kegiatan pertambangan. 
Dalam kurun waktu 3 dekade sejarah 
pertambangan banyak diwarnai konflik 
dengan masyarakat lokal karena 
ketidakpuasan unsur-unsur masyarakat 
didaerah.  
Salah satu penyebabnya adalah 
sistem perizinan pertambangan yang 
dikelola secara tersentralisasi, sehingga 
menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat 
adat/lokal. Managemen pertambangan yang 
sentralistis juga menimbulkan benturan 
kepentingan antara pertambangan dengan 
sektor lain. Wilayah pertambangan yang 
diberikan kepada para investor melalui 
sistem kontrak karya sebagian besar terletak 
dalam kawasan hutan lindung atau bahkan 
dalam kawasan taman nasional, sehingga 
menimbulkan kerusakan kawasan hutan dan 
taman nasional. Selanjutnya menurut hasil 
penelitian yang dilakukan JICA, ternyata 73% 
sumur penduduk telah terkontaminasi oleh 
zat kimia amoniak yang bersumber dari 
limbah industri. Tingkat konsentrasi 
pencemaran kimia juga terhitung tinggi di 
sebagian besar sumur penduduk, karena 
sekitar 13% dari sumur-sumur penduduk 
yang diperiksa di wilayah Jakarta Selatan 
mengandung zat kimia jenis merkuri, yang 
berasal dari bakteri coli dan amoniak dari 
limbah tinja, organo chloride dan organo 




phospor yang berasal dari pupuk kimia, 
ditergen, pestisida, limbah bahan beracun 
dan berbahaya (B3) dari industri.  
Kondisi lingkungan seperti ini juga 
menyebabkan sebagian air sungai di Pulau 
Jawa menjadi tidak layak lagi diproses dan 
diproduksi menjadi air minum. Hasil 
pemantauan Bapedal terhadap air sungai 
memperlihatkan sebanyak 25-50% dari 
polutan yang mencemari air sungai ternyata 
berasal dari indusrti-industri yang 
membuang limbahnya ke Sungai. Setiap 
tahun diperkirakan lebih dari 2,2 juta ton 
limbah B3 telah dibuang ke sungai-Sungai di 
wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Data 
kerusakan sebagaimana tersebut diatas 
memperlihatkan kepada kita bahwa dampak 
kejahatan lingkungan hidup yang luar biasa 
di Indonesia. 
Sebagaimana yang telah diuraikan di 
atas, bahwa tujuan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:16 
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dari pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan 
kehidupan manusia; 
c. menjamin kelangsungan kehidupan 
makhluk hidup dan kelestarian 
ekosistem; 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan 
hidup; 
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan lingkungan hidup; 
f. menjamin terpenuhinya keadilan 
generasi masa kini dan generasi masa 
depan; 
g. menjamin pemenuhan dan 
perlindungan hak atas lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
h. mengendalikan pemanfaatan sumber 
daya alam secara bijaksana; 
i. mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan; dan 
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 
Dalam rangka untuk mencapai tujuan 
tersebut perangkat peraturan perundang-
undangan (hukum lingkungan) sebagai salah 
satu sarana. Menurut Friedman ada 4 
(empat) fungsi sistem hukum, yakni 
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2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 3 
pertama, sebagai sistem kontak sosial, kedua 
sebagai sarana penyelesaian sengketa, ketiga 
sebagai bagian dari perencanaan sosial 
dalam kebijakan publik dan keempat sebagai 
social maintenance, yakni sebagai fungsi 
pemeliharaan ketertiban atau status quo.17 
Upaya-upaya konkrit oleh hukum 
untuk menciptakan keserasian lingkungan 
harus kelihatan melalui fungsinya, yakni:18 
1.  Sebagai landasan interaksional 
terhadap lingkungan; 
2. Sebagai sarana control atas setiap 
interaksi terhadap lingkungan; 
3. Sebagai sarana ketertiban interaksional 
manusia dengan manusia lain, dalam 
kaitannya dengan kehidupan 
lingkungan; 
4. Sebagai sarana pembaharuan menuju 
lingkungan yang serasi menurut arah 
yang dicita-citakan. 
Penegakan hukum pidana di bidang 
lingkungan saat ini belum mencapai tujuan 
yang diharapkan. Salah satu penyebab 
kegagalan tersebut adalah ketiadaan 
sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan 
keselarasan secara kultural, struktural dan 
substansial dalam sistem peradilan pidana. 
Menurut Lawrence M. Friedman Sistem 
Hukum mencakup bidang yang sangat luas, 
yang meliputi substansi, struktur dan kultur. 
Apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan 
Pidana, maka menurut Muladi ketiga 
komponen tersebut yaitu substansi, struktur 
dan kultur harus terintegrasi, artinya harus 
ada sinkronisasi atau keserempakan dan 
keselarasan yang dapat dibedakan dalam:  
1. Sinkronisasi struktural (structural 
syncronization) yaitu keserempakan 
dan keselarasan dalam kerangka 
hubungan antar lembaga penegak 
hukum  
2. Sinkronisasi substansial (substansial 
syncronization) yaitu keserempakan 
dan keselarasan yang bersifat vertikal 
dan horizontal dalam kaitannya dengan 
hukum positif  
3. Sinkronisasi kultural (cultural 
syncronization) yaitu keserempakan 
dan keselarasan dalam menghayati 
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pandangan-pandangan, sikap-sikap dan 
falsafah yang secara menyeluruh 
mendasari jalannya sistem peradilan 
pidana.  
Sistem peradilan pidana merupakan 
suatu jaringan (network) peradilan yang 
menggunakan hukum pidana materiel, 
hukum pidana formil maupun hukum 
pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini 
hanya dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang 
terlalu formal jika dilandasi hanya untuk 
kepentingan kepastian hukum saja akan 
membawa bencana berupa ketidakadilan. 
Sistem peradilan pidana adalah mekanisme 
kerja dalam penanggulangan kejahatan 
dengan mempergunakan dasar pendekatan 
sistem. Selanjutnya menurut Mardjono 
Reksodiputro sistem peradilan pidana 
adalah sistem pengendalian kejahatan yang 
terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan 
terpidana. Komponen-komponen inilah yang 
terlibat dan bekerjasama dalam 
menanggulangi kejahatan dan pelanggaran 
lingkungan, dan sekaligus bertanggung 
jawab atas ketidakberhasilannya dalam 
menanggulangi kejahatan lingkungan. 
Keempat komponen inilah yang harus 
mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari 
sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut 
Marjono Reksodiputro tujuan sistem 
peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai 
berikut:  
1. Mencegah masyarakat untuk menjadi 
korban kejahatan.  
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang 
terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 
keadilan telah ditegakkan dan yang 
bersalah dipidana.  
3. Mengusahakan agar mereka yang 
pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi kejahatannya.  
Keempat komponen tersebut 
diharapkan bekerjasama membentuk 
apa yang dikenal dengan nama 
“integreted criminal justice system” 
saling berhubungan dalam suatu sistem 
yang disebut “sistem Peradilan Pidana”, 
yang terdiri atas sub-sub sistem 
kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan 
Lembaga Pemasyarakatan. Antara sub 
sistem yang satu dengan lainnya harus 
ada keterkaitan seperti bejana 
berhubungan, karena bila terjadi konflik 
dalam satu sub-sistem akan 




Berdasarkan uraian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan 
ini adalah: 
1. Pengaturan tindak pidana lingkungan 
hidup di Indonesia diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Ketentuan hukum 
pidana dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
diatur dari Pasal 97 sampai dengan 
Pasal 120.  
2. Di dalam Ketentuan Pasal 45 Undang-
undang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa 
terhadap orang yang memberi perintah 
untuk melakukan tindak pidana 
lingkungan atau orang yang bertindak 
sebagai pemimpin dalam tindak pidana 
lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, 
atau atas nama badan usaha, ancaman 
pidana berupa penjara dan denda 
diperberat dengan sepertiga. 
3. Penegakan hukum pidana di bidang 
lingkungan saat ini belum mencapai 
tujuan yang diharapkan. Salah satu 
penyebab kegagalan tersebut adalah 
ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan 
keselarasan secara kultural, struktural 
dan substansial dalam sistem peradilan 
pidana. 
Berdasarkan uraian dan 
pembahasan, maka saran dari tulisan ini 
adalah: 
1. Undang-undang mengenai tindak pidana 
lingkungan hidup telah beberapa kali 
mengalami perubahan menjadi semakin 
baik oleh karena itu, diharapkan kepada 
pemerintah, aparat penegak hukum dan 
masyarakat agar dapat bekerja sama 
untuk menaati ketentuan-ketentuan 
mengenai perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup secara 
bijaksana. 
2. Korporasi sebagai pihak yang 
diharapkan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi negara harus 
senantiasa patuh kepada peraturan 




perundang-undangan yang berlaku 
terutama mengenai lingkungan hidup. 
Karena, eksploitasi sumber daya alam 
yang berlebihan oleh korporasi dapat 
menyebabkan hilangnya keseimbangan 
alam dan merugikan masyarakat pada 
umumnya. 
3. Penegakan hukum pidana di bidang 
lingkungan saat ini belum mencapai 
tujuan yang diharapkan. Untuk itu, 
diharapkan semua pihak terutama 
aparat penegak hukum dapat 
memberikan sanksi yang tegas terhadap 
pelaku kejahatan lingkungan hidup. 
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